
,SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 09 I PP.04.2-KN650 1/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERIA KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITTA PEMIUHAN KECAMATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DAI.AM PEMIUHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf
d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi Indpenden

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja...
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Ke{a Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Indpenden Pemilihan Aceh

dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata

Keq'a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara

serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

kmbaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12

Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

Mengingat I
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor l0 Tahun 2O16 tentang Perubahan

Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-undang (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor l30, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ komisi Indpenden

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

4
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Gubernur, Bupati dan Wakit Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republk

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Benta Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor l5l1);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan Nomor 327/PP.OI.2-Kptl6501/KPU-

Ka,b lX/2O19 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pernilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU

7

Kabupaten...



Menetapkan

1.

2.

3.

-5-

Kabupaten Bulungan Nomor 34O/PP.OI.2-

Kpt/ 6 50 1 / KPU -Kab / Xl / 20 I 9 tentang perubahan atas

Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor

327 / PP.O 1.2-Kptl650 1 /KPU -Ke.b / X I 2Ol9 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bulungan Tahun 2020;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22541PP.O4.2-

SD/O I /KPU/Xll / 2Ol9 tanggal I 3 Desember perihal

Ralat Surat Nomor 22281PP.O4.2-

SD/OI/KPU/XI[/2O19 tentang Pembentukan dan

Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada pemilihan

serentak Tahun 2020;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.OI.2-

SD/01/KPU/||2O2O tanggal l0 Januari tentang

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan Nomor 69 / PL.O2.2-BA / KPU -Kab / Xl / 20 19

tanegal 11 November 2019;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BULUNGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,

DAN KEI.OMPOK PEI.IYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bulungan Serta Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemithan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KESATU

dalam

Memperhatikan :



KEDUA

Salinan sesuai dengal aslinya

SEKRETARIAT KPU KAEIUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,

-6-

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan

Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Menetapkan Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati

Bulungan Tahun 2O2O Melalui Seleksi Terbuka

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan

lnl.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN,

LILI SURYANI

ttd

Hetty Apriani

KETIGA
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR:
09 I PP.O4.2-Kptl6s0 I / KPU -Kab I t I 2o2o
TENTANG PE.TUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KEI,OMPOK PEI,IYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN
TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BULUNGAN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PE}.IYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN

TAHUN 2O2O
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A

BAB I

PENDAHULUAN

Penjelasan umum

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2O2O yang

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, yang

mana dalam pelaksanaanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

dibantu oleh Badan Adhock yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan beserta Badan Adhock harus mengetahui dengan benar apa yang

menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan

semua tahapan dengan baik. Selain itu penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bulungan haruslah berasal dari orang-orang yang

kredibel, non partisan, jujur dan adil. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bulungan merasa perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan yang memuat tugas, wewenang

dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutan

Badan Penyelenggara Adhoc.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ komisi Indpenden

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota. Untuk memberikan pedoman dan penjelasan

lebih telads perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bulungan Tahun 2020.
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Tujuan

Tujuan penyusunzln pedoman teloris ini untuk memberikan pedoman

dan penjelasan lagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bulungan Tahun 2O2O disemua tingkatan dan para pemangku kepentingan

di wilayah Kabupaten Bulungan terutama mengenai Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten serta Tata Keg'a dan Pembentukan PPK, PPS

dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun

2020.

Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman Teknis ini mencakup:

l. KPU Kabupaten

2. PPK

3. PPS

4. KPPS

5. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

6. Kesekretariatan PPK dan PPS

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas KeterLiban

TPS

8. Penggantian Anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS

Pengertian umum

Pada pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung

dan demokrads.

2 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang

dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang- undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
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tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undalg-undang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang sel,anjutnya disingkat PPK, adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

5 Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

6 Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut

Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

Provinsi yang hrtugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan

di wilayah Kabupaten.

A Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut

Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas

Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di vrilayah Kecamatan.

9. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL,

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan

lain/kelurahan.

10. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya

disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik

Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada

KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.

11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut

Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi

syarat dan dilsrapkan sebagai peserta Pemilihan.
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E

12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)

tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

13. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar

Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilihan

Umum atau pemilihan terakhir.

14. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar

pemilih hasil pemutalhiran DPS.

15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah

Tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.

16. Hari adalah hari kalender.

Asas penyelenggaraan

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;

2. jujur;

3. adil;

4. kepastian hukum;

5. tertib;

6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;

& proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;

11. efisiensi;

12. efektifitas.

BAB II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati;

2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap ta.l.apan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;

A
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4. menJrusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

berdasarkan ketentuan perundang- undangan dan berpedoman pada

kebijakan KPU;

6. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil

pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;

7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifrkasi kepada

PPK, PPS dan KPPS;

8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;

9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungiawaban dan laporan

hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data

Pemilih;

lO. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

12. menyampaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui

Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2O2O kepad,a

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan

tembusan kepada Bawaslu Provinsi;

14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan

oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;

I 5. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara

PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU

Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
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A

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK

1. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan

pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;

2. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam

menyelenggarakan pemilihan ;

3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat

kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten;

4. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;

5. menerima dan menyerahkan laporan daftar narna petugas

pemutakhiran data pemilih;

6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS

diwilayah kerjanya;

7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud angka 6 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta

pemilhan dan panwas kecamatal;

8. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka

l:

9. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada

artg)<a 7 kepada seluruh peserta pemilihan;

10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkanya

kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten;

11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laopran yang

disampaikan oleh panwas kecamatan;

12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;

13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon

perseorangan;

14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaran pemilihan dan/ atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

15. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan

peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.
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B Tugas ketua PPK

1. Tugas ketua PPK meliputi:

a. memimpin kegiatan PPK;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c. mengawasi kegiatan PPS;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan

suara sementara secara berkala, dengan manual dan/atau

elektronik;

f. menandatangani berita acara dan sertilikat rekapitulasi

penghitungan secara Bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang

anggota PPK dan dapat ditanda tangani oleh saksi yang memiliki

surat mandate yang ditandatangani pasangan calon;

g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar Salinan berita acara dan serti{ikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada I (satu) orang

saksi pasangan calon;

h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk

kelancaran penyelenggaraan pemilihal sesuai dengan kebijakan

yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

2. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh

salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota

Tugas anggota PPK

1. Tugas anggota PPK meliputi:

a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan; dan

c. memberikan pendapat dan saran kepada PPK sebagai bahan

pertimbangan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab

kepada ketua PPK.

Susunan, Kedudukan dan Keanggotaan PPK

l. untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan di bentuk

PPK.

2. PPK sebagaimana dimaksud angka 1 berkedudukan di ibukota

kecamatan-

C

D
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E

3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka I
dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angke. 4

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30o/o (tiga

puluh persen).

6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang

dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

persyaratan.

7. Sekretaris sebagai mana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua)

orang staf secretariat.

8. Susunan keanggotaan PPK terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 4 (empat) orang anggota.

9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a, dipilih dari dan

oleh anggota PPK.

1O. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diangkat dan

diberhentikan oleh KPU Kabupaten.

11. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dibentuk oleh
KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan
suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pemungutan suara.

Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.

2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sarna

untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK

sebagaimana dimaksud angka 1.

3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan

bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana

dimaksud angka 1.

4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah,

apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yarlg

dibuktikan dengan daftar hadir.

5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4

dinyatakan sa.l., apabila disetqjui paling kurang 3 (tiga) orang anggota

PPK yang hadir.
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Dalam ha-l tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana

dimaksud pada angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara

terbanyak.

BAB IV

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Ttgas wewenang PPS

1. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melalukan pemutakhiran

data pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan dan DPT;

2. membentuk KPPS;

3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon

Perseorangan;

4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU

Kabupaten melalui PPK;

5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data

pemilih;

6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU

Kabupaten melalui PPK;

7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;

8. melaporkan ndrma-nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data
pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU

Kabupaten melalui PPK;

9. mengumumkan daftar pemilih;

10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

13. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan oleh KPU

Kabupaten dan PPK;

15. mengumpulkan hasil penghitung€rn suara dari seluruh TPS diwilayah

kerjanya;

16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang

sama setelah terkumpuh:ya kotak suara dari setiap TPS dan tidak

A
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memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh

KPPS;

18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laopran yang

disampaikan oleh PPL;

19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan

penyelenggaraan pemilihan diwilayah kerjanya;

20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

21. membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan, kecuali dalam ha1

penghitungan suara;

22. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten dan/atau PPK.

Tugas Ketua PPS

1. Tugas ketua PPS meliputi:

a. memimpin kegiatan PPS;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

d. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

e. memberikan Salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili

pasangan calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan

f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk
kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan

yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilalsanakan oleh salah

seor€rng anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota

Tugas Anggota PPS

1. Tugas anggota PPS meliputi:

a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peaturan perundang-

undangan; dan

c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan

pertimbangan;

2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab

kepada ketua PPS.

2
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Susunan, kedudukan dan keanggotaan PPS

1. untuk menyelenggarakan pemiliha di desa/kelurahan atau sebutan

lain, dibentuk PPS

2. PPS senagaimana disebut pada angka 1 berkedudukan di

Desa/ Kelurahan atau sebutan lain

3. hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud angka I dihitung

sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya

4. Anggota PPS be{umlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat

berdasarkan peraturan perundang-undangan

5. dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf

sekretariat PPS

6. susunan keanggotaan PPS terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

7. Ketua PPS sebagaiman dimaksud angka 6 uruf a dipilih dari dan oleh

anggota PPS

8. Anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 4 diangkat dan

diberhentikan oleh KPU Kabupaten

9. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibentuk oleh KPU

Kabupaten paling lambat 7 tujuh) bulan sebelum pemungutan suara

dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan

suara

Pengambilan keputusan

l. rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota

2. setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam

memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana

dimaksud angka I
3. setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan

bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana

dimaksud pada angka 1

4. rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah

apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang

dibuktikan dengan daftar hadir

5. keputusan rapat sebagaiman dimaksud angka 4 dinyatakan sah,

apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir

E
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BAB V

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS}

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS

l. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

2. menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan

PPL;

3. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan dan masyarakat pada

hari pemungutan suara;

6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah

penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan

kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

8. menyerahkan hasil penghitungzrn suara kepada PPS dan PPL;

9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan

sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari

yang sama;

10. melaksanakan tugas, wewen.rng dan kewajiban lain yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK dan/atau

PPS;

11. tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan

suara dan penghitungan suara adalah:

a. memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus

dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan

suara;

c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara

kepada pemilih pada DPI;

d. menyampaikan Salinan DPT kepada yang mewakili peserta

pemilihan di tingkat desa/lurah atau sebutan lainnya;

e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani

oleh pasangana calon atau ketua tirn kampanye pasangan calon;
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14.
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tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

a. memimpin kegiatan KPPS;

b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;

d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi

yang hadir;

e. menandatangani berita acara bersama-sarna paling kurang 2 (dua)

orang anggota KPPS;

f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan

g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu;

tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a. memimpin pelalsanaan penghitungan suara;

b. menandatangani berita acara dan sertiEkat hasil penghitungan

suara bersama-sarna paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS,

dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat

dari peserta pemilihan atau ketua tim kampanye;

c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan

PPK melalui PPS;

d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS danPPL; dan

e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat

hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara

kepada PPK mela-lui PPS pada hari yang sama dengan mendapat

pengawalan dari petugas keterliban TPS;

dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggunjawab kepada

PPS melalui ketua PPS;

Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS

dalam melalsanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungiawab

kepada ketua KPPS;

15.

16.

B Kedudukan, susunan dan keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.

2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 be{umlah 7

(tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS

yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturar

perundang-undangan.

3. Anggota 11ppg sslagaimana dimaksud pada ang)<a 2 terdiri dari:
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BAB VI

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DAN KELOMPOK PEI.IYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A Persyaratan dan kelengkapan dokumen calon Anggota PPK,

KPPS

PPS dan

PERSYARATAN KELEITGKAPAN DOKUMEN

a. warga negara Indonesia; Fotokopi Ka-rtu Tanda Penduduk Elektronik

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas)

tahun
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik.

C setia kepada Pancasila sebagai dasar

Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka

Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

Surat pernyataan setia kepada Pancasila

sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasa,r

NegaE Republik Indonesia Tahun 1945,

Nega.ra Kesatuan Republik Indonesia,

Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita

Proklamasi 17 Agustus

1q45.

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat,
jujur dan adil;

Surat pernyataan mempunyai integritas

pribadi yang kuat, jujur dan adil.

e tidal{ menjadi anggota Partai Politik politik

dinyatakan dengan surat pernyataan yang

sa-h atau paling singkat 5 (lima) talun tidak

lagi menjadi anggota partai politik yartg

dibuktikal dengan surat keterangan dari

pengurus pa.rtai politik yang bersangkutan;

Surat pernyataan tidak menjadi aiggota

Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.

f. berdomisili dalam wilayah ke{a PPK, PPS

dal KPPS;

g. apabila alamat domisili berbeda dengan KIP

Elektronik;

Surat keterangan domisili dari RI/RW atau

sebutan lainnya.

h. bebas dari penyaJahgunaan narkotika;
Surat pemyataan bebas dari penyalahgunaan

narkotika.

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 6 (enam) orang anggota.

4 . Ketua KPPS sebba.ga imana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari

dan oleh anggota KPPS.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.



16

i. berpendidikan paling rendah sekolah

menengah atas atau sederajat;

Fotokopi ijazah sekolah menengah atas /
sederajat atau ijazah terakhir yang dflegalisasi

oleh pejabat yzmg berwenang atau surat

keterangan dari lembaga pendidikan formal

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

sedang menjalani pendidikan sekolah

menengah atas/ sederajat atau bagi yang tidak

dileealisir menunjukan ijazi asli.

J tidak p€mah dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telai memeroleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidala yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Surat pemyataan tidak pernah di pidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih.

k. tidak pemah dUatuhi sanksi p€mb€rhentian

tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau

Dewan Kehormatar Penyelenggara Pemilu;

Surat pernyataan tidak pemah di berikan

sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu apabila pernah

menjadi .rnggota PPK, PPS dan KPPS pada

Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

wali Kota dan wakil wali Kota.

l. belum pernah menjabat 2 (dua) kati dalam
jabatan yang 52112 56fagai anggota PPK,

PPS dan KPPS;

Surat pernyataan belum pernah menjabat

2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai

anggota PPK, PPS dan KPPS.

m. tidak berada dalam ikatan perkawinan

dengan sesama penyelenggara Pemilu;

Surat pernyataan tidak

ikatan perkawinan.

berada dalam

n. tidak pemah menjadi tim kampanye salah

satu pasangan calon dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakit Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati dan wali Kota dan Wakil Wali

Kota dan Pemilihan Umum;

Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim

kampanye salah satu pasangan calon dalam

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan

wakil wali Kota dan Pemilihan Umum.

o mampu secara jasmali dan rohani.
Surat keterangan

puskesmas atau rumah

kesehatan dari

sakit setempat.

Surat Pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani

I

I

I

I

I



Seluruh dokumen syarat pendaftara! diserahkan sejufi ah

Kabupaten/Kota 2 (dua| rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

1. PPK

a. I (satu) dokumen asli, dan

b. 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip PPK

2. PPS

a. 1 (satu) dokumen asli, dan

b. 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip PPS

3. KPPS

a. 1 (satu) dokumen asli diserahkan ke PPS, dan

b. I (satu) dokumen Salinan sebagai arsip KPPS

kepada KPU/ KIP

l7

Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS :

l. penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan

yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut
sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksaraan Pemilihan

Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengann

periodesasi sebagai berikut:

a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 20O8;

b. Periode kedua dimulai pada tahun 2OO9 hingga tahun 2013;

c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2O14 hingga tahun 2018;

d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

2. apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi,

KPU Kabupaten Bulungan dapat beke{a sarna dengan lembaga

pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatlan anggota PPK,

PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

3. apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah

atas atau sedera-jat bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat

diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam

membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat

pernyataan.

4. apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi

KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan,

anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain

yang terdekat.

I
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Pembentukan PPK dan PPS

l. Seleksi Terbuka

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten

Bulungan:

1) mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang

mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;

2) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7

(tujuh) hari;

3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada

peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS

yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Bulungan membuka

perpanj angan waktu pendaftaran; dan

4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran

berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten

Bulungan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas

peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik

untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang

berlaku.

b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten

Bulungan:

1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS

dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon

anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa

pendaftaran berakhir; dan

2) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang

mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian

administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan

masyarakat.

c. Tanggapan masyarakat

1) KPU Kabupaten Bulungan membuka masukan dan tanggapan

terhadap seleksi arggota PPK sejak pengumuman hasil

penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa

pengumuman seleksi tertulis;
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2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka

1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu

Tanda Penduduk Elektronik;

3) KPU Kabupaten Bulungan merangkum masukan dan

tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat

seleksi wawancara.

d. Seleksi tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, pating lama 3

(tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

2) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah

Kabupaten Bulungan;

3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Bulungan:

a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:

(1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:

(a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;

1t1 penelitian syarat dukungan calon perseorangan;

(c) telmis pemungutan suara;

(d) penghitungan perolehan suara; dan

(e) rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

(2) pengetahuan kewilayahan

b) menetapkan pating banyak 6 (enam) orang calon anggota

PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis;

c) mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah

dialses selama 2 (dua) hari;

4) apabila KPU Kabupaten Bulungan tidak dapat

melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU

Kabupaten Bulungan dapat melanjutkan ke tahap seleksi

wawancara.

e. Seleksi wawarcara

KPU Kabupaten Bulungan melakukan seleksi wawancara dengan

ketentuan:

1) Seleksi wawancara dilal<ukan 2 (dua) hari setelah pengumuman

seleksi tertulis berakhir;

2) Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten

Bulungan mencakup:

a) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;
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b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup;

(l) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS;

(2) Penelitial syarat dukungan calon perseorangan; dan

(3) teknis pemungr.rtan suara, penghitungan

perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan

perolehan suara.

3) klarifftasi tanggapan masyarakat.

f. Pengumuman hasil seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU

Kabupaten Bulungan:

1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS

berdasarkan hasil seleksi wawancara;

2) menetapkan Anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan

peringkat teratas;

3) mengumumkan hasil seleksi selarna 3 (tiga) hari setelah

dilaksanakan seleksi wawancara.

g. dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

2. Pengangkatan Dengan Evaluasi

Anggota PPK dan PPS pada penyelenqgaraan Pemilihan Umum

dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS untuk penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan:

a. anggota PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK

dan PPS;

b. dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat

menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam

penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. dalam melaksanakan evaluasi, KPU Kabupaten Bulungan

menggunakan metode kuesioner;

d. format kuesioner untuk evaluasi anggota PPK dan PPS

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Umum yang diangkat

kembali sebagai anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menerima honorarium sebagai

Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Wakil Wali Kota dan

Pemilihan Umum.
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Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi

terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan

kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan

yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-

tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan

b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah

pengumuman pendaftaran berakhir.

2. PenelitianAdministrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan

persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah

masa pendaftaran berakhir; dan

b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak

berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU

Kabupaten Bulungan melalui PPK, paling lambert 7 (tujuh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang

mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU

Kabupaten Bulungan untuk bekerja sama dengan lembaga

pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga

pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

Penetapan anggota PPK, PPS dan KPPS

KPU Kabupaten Bulungan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten

Bulungan tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2O2O dengan menggunakan format

Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan ini;

D
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Apabila teq'adi pemberhentian anggota

melaporkan kepada KPU Kabupaten wajib

Kabupaten Bulungan.

KPPS, PPS melalui PPK

dilaporkan kepada KPU

A

BAB VII

KESEKRETARIATAN

Sekretariat PPK

1. dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang

memenuhi persyaratan.

2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.

3. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah

daerah.

4. dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungiawab kepada

PPK melalui ketua PPK

5. dalam melaksanakan tugas Staf Sekretariat bertanggungiawab kepada

Sekretaris PPK

6. masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK

7. T\rgas sekretaris PPK meliputi:

a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;

b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;

c. Melalsanalan tugas yang ditentukan oleh PPK;

d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK;

8. T[rgas staf sekretariat PPK meliputi:

a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;

Staf sekretariat PPK urusan teloris penyelenggaraan mempunyai

tugas menyiapkan telaris penyelenggaraan pemilihan;

b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan ta.ta usaha, keungan dan

logistik pemilihan;

Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik

pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata

usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan peertanggungiawaban

keuangan, dan menyimpan buktikas pembiayaan pemilihan untuk
kegiatan PPK dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta

kelengkapan administrasi
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9. Tahapan pembentukan Sekretariat PPK meliputi:

a. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan

melalui KPU Kabupaten Bulungan dalam mengusulkan Sekretaris

dan staf Sekretariat PPK;

b. PPK melalui KPU Kabupaten Bulungan mengusulkan 3 (tiga) nama

calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK

kepada Bupati Bulungan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan

1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK, dan 2 {dua) staf Sekretariat

PPK;

c. Sekretaris dan staf Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Bulungan.

10. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretarlat PPK Kelengkapan Dokumen

a. tidak pernah dijatuhi

sanksi disiplin pegawai,

khusus bagi yang berasal

dari Aparatur Sipil Negara;

Surat pernyataan tidak pernah di jatuhi

sanksi disiplin pegawai.

b. independen dan tidak

berpihak, khusus bagi yang

berasal dari bukan

Aparatur Sipil Negara;

Surat pernyataan independen dan tidak

berpihak pada peserta Pemilihan

Gubemur dan Wakil gubernur serta

Bupati dan Wakil Bupati.

c. mampu secara Jasmanr

rohani dan bebas dari

penyalahgunaan narkotika;

Surat keterangan kesehatan dari

puskesmas atau rumah sakit

setempat.

d. mempunyai pangkat dan

golongan paling rendah

il/b;

Surat Keputusan tentang pangkat dan

golongan yang bersangkutan.

e. memiliki kemampuan

dalam mengoperasikan

perangkat teknologi.

Surat pernyataan mampu

mengoperasikan perangkat teknologi

informasi.

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta di tanda tangani.

Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten sebanyak 2 (dua)

rangkap dengan rincian:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.
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Sekretariat PPS

1. dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS;

2. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal

dari pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya;

3. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;

4. dalam melaksanakan tugas sekretaris bertanggungiawab kepada PPS

melalui ketua PPS

5. dalam melaksanakan tugas staf seloetariat PPS bertanggungjawab

kepada sekretaris PPS

6. masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS

7. Tugas sekertaris PPS

a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;

b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;

c. Melaksanakan tugas yang ditentukan kepada PPS;

d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.

8. Tugas staf sekretariat PPS

a. I (satu) orang staf sekretariat urusan telcris penyelenggaraan

pemilihan; Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan

sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a mempunyai tugas

menyiapkan telcris penyelenggaraan pemilihan.

b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan

logist Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik

pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b
mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha,

pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungiawaban

keuangan, dan menfmpan bukti kas pembiayaan pemilihan

untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan pemilihan

beserta kelengkapan administrasinya.

9. tahapan pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:

a. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah

atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai

anggota Selcetariat PPS;

b. Sekretaris dan staf Selcetariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lainnya.



Syarat Sekretariat PPS Kelengkapan Dokumen

a. tidak pemah dijatuhi sanksi

disiplin pegawai;

Surat pernyataan tidak p€rnah

dijatuhi sanksi disiplin pegawai.

b. Independent dan tidak

berpihak;

Surat pernyataan independent dan

tidak berpihak

sehat jasmani dan rohani.c
Surat keterangan kesehatan dari

Puskesmas atau rumah sakit

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta di tanda tangani.

A
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10. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS :

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

l. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten / Kota

dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.

2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus

Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh

PPS yang bersangkutan.

3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan

dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah f (satu) orang untuk

setiap TPS.

5. T\.rgas, Wewenang dan Kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemith

meliputi:

a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran

data Pemilih;

b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan

PPS;

c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;

d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;

e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
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f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan

menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan

g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan

penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga

ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

2. Petugas ketertiban TPS paling banyak beg'umlah 2 (dua) orang.

3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban paling banyak

2 (dua) orang kepada PPK.

4. PPK meneruskan usulan PPS tentang kebutuhan petugas ketertiban

kepada KPU Kabupaten/Kota.

5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang

petugas keterLiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten / Kota

kepada Bupati/ Walikota.

6. KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS

dari Bupati/Walikota kepada PPS.

7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Anggota PPK

l. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan alas an yang dapat diterima;

c. berhalangan tetap lainnya; atau

d. diberhentikan sementara.

2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana angka t huruf d

apabila:

a. tidak lagr memenuhi syarat sebagai anggota PPK;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara

berturut-turut tanpa alasan yang sah;
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d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan

umum;

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten

dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan

pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimalsud angka 1

dan 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten

penggantian antar walrtu PPK yang berhenti sebagaiamana dimaksud

angka I dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota

PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat

setempat yang memenuhi persyaratan

tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana

dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan tahapah meliputi:

a. menerima laporan;

b. meneliti materi laporan;

c. melakukan klarifikasi;

d. melakukan kajian dan mengambil keputusan

KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil

penelitian sebagaimana angka 5 huruf b

dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5

huruf c, KPU Kabupaten dapat:

a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak

untuk kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;

b. memanggil para pihak;

c. meminta bukti-bukti pendukung;

d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau

Panwaslu sesuai dengan tingkatannya

berdasarkan hasil penelitian dan klarifrkasi sebagaispla dimaksud

pada angka 6 dan 7 , KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil

keputusan

5

6

7

8



B Anggota PPS

1. dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat

mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau

menunjuk masyaral<at setempat yang memenuhi syarat

2. penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana angka l,
memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat,

mahasiswa atau karang taruna

3. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka l, meliputi

keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadannya atau tidak

mampu melaksanakan tugas secara permanen

4. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan kmbaga/organisasi

kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS

sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Anggota KPPS

1. dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan

penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan

2. berhalangan tetap sebagaaimana dimaksud pada angka 1, meliputi

keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak

mampu melaksanakan tugas secara peflnanen

3. penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan

sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)

yang bersangkutan

4. penggantian sebagaimana angka t harus dilaporkan kepada KPU

Kabupaten.

C
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BAEI X

PENUTUP

pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan

ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS)

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati

Bulungan Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN,

LILI SURYANI

Salina-n sesuai dengan aslinya

KPU KAI}UPATEN BULUNGAN

Hukum,

ttd

/ Hery



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNCAN NOMOR:
os / PP.O4.2-Kptl650 I / KPU -Kab / | / 2O2O
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PET'IYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN
TAHUN 2O2O

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN

KELOM POK PEI.IYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMI LIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2O2O

MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. PORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PEI.IYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN

SERENTAK 2O2O;

2. SURAT PENDAFTARAN;

3. SURAT PERNYATAAN;

4. FAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PPK

5. FAKTA INTEGRITAS SEKRETARIAT PPK

6. KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK/PPS

7. PANDUAN PERTA}'IYAAN EVALUASI KINERJA PPK/PPS

8. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN DAFTAR

PERTAIIYAT{I{

9. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN DAFTAR

PERTANYAAN

-1-
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KOMISI PEMILIHAIT TIUUU
KABT'PATEIT BULT'I| GAIT

PENGIIMUilAlT

NO[OR:

TENTAI|G
PEUBEI{TT'I{AN PAMTIA PEUILIHAIT KECAUATAII,

PA.ITITIA PEUI'I|GUTA,IT SUARA DAIT KILOUFOK
PEITTELEI|(X}ARA PETIII{GUTAT SUARA PEUILIHAI{

SEREIYTAI( 2O2O

Dalam rangka pembentuka-n Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
1mluk psrnilihan Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (Kabupaten/ Kota)
mengundang Warga Negara Indonesia y{rng memenuhi kualifikasi untuk
mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemifihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk
Pemilihan Serentak 202O dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS:

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yalg kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi alggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan

yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak Lagi menjadi anggota partai
politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik
yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

g. bebas dari penyalahgunaal narkotika;
h. berpendidikal paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
i. tida-k pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tfla}I

memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tinda-k pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota atau Dewal Kehormatan Penyelenggara p6mils;

k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali da'lqrn jabatan yarrg sama sebagai

anggota PPK, PPS dan KPPS;

l. tidak fo614d2 dqlern ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara
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P6mil1;
m. tidak pernal menjadi tim kempanye salai satu pasangan salel dalam

Pemiliharr Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupa.ti dal Wakil Bupati dan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum;

n. mampu secara jasmani dan mhani;

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa.:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
b. Surat pernyataan setia kepa.da Palcasila sebagai dasar Negara, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Bhinneka T\rnggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945.
c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
d. Surat pemyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5

(lirna) tahun.
e. surat keterang€rn kesehatan dari puskesmas atau rumah ssldt setempal
f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah tera-khir yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari
lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
sedalg menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederaial

h. Surat pemyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang teLah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh
KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewal Kehormatsn Penyelenggara Pemilu
apabila pernal menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupa.ti dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang
sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
l. Surat pernyataan tida-k pernah menjadi im kampanye salah satu

pasangan 6sl6n dalam Pemilihal Gubernur darr wakil Gubernur, Bupa.ti

dan Wakil Bupati dan Wali Kota dal Wakil Wali Kota dan Pemilihan
Umum.

m. Surat keterangan domisili dari RT/ RW atau sebutan lain bagi calon yang

alamat domisitinya berbeda dengan alemat yang tertera dalam fotocopi Kartu
Tanda Penduduk Elektmnik
Selun:h dokumen syarat penda-ftaran dengal rincian sebagai berikut:
f) I (satu) rangkap Sali diserahkan kepada KPU Kabupaten; dart
2) I (satu) rangkap Sa.linan sebagai arsip calon anggota PPK
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Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU
Kabupaten melalui pos atau email dengan alamsf .............pa1ing lambat
tanggal ..........

psrnikian penguman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupa.tenl Kota), (Tanggaf )

Ketua KPU (Kabupaten/ Kota)

(Nama Ketua)
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SI,RAT PENDAFTARAIT

SEBAGN CALON ANGGOTA PPX/ PPS / XPP KABT'PATEIT/ KOTA*.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Neme

Jenis Kelamin

Tempat Tgl. Iahir/Usia
Pekerjaan/Jabatarr

Alamat

/...Tahun

de''gan ini menda-ftarkan diri sebagai calon anggota PPK/ PPS/ KPPS

berdasarkaa Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/ PPS/ KPPS

Kabupaten/ Kota......... Nomor........ t4n9941...........

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi

ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 te/ltan:g Pemilihan

Umum,

'20'20

PENDAFTAR

Keterangan: ') Co.et yang tidak diPerluka

(
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SURAT PERI\IYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelarnin

Tempat Tgl.Iahir/ Usia

Pekerjaan/Jabatan

Alamat

/. .... tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota

PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota".........:

l. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945;

2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat

pemyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi

anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari

pengums partai politik yang bersangkutan;

4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengal pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/ KIP

Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yaig sama

sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

8. tidak berada dalcrn iket21 perkawinan dengan sesama penyelenggara

Pemilu;

9. tidak pemah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupa.ti dan Wakil Bupati dan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota d6n psmitihan Umum; dan

lO. mempunyai kemempuan dan kecakapal dalam membaca, menulis

dan bertrirung.
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Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

untuk dapat digunakan sebagai buld pemenuhan syarat

calon AnggotaPPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 5.000

Keterangan: tl coret yang tidak diperlukan
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PAITTA II|TEGRITAS
Air(xXYTA PAITIflA PEUILIEAII KEC.IIUATAIT PEUILIIIAII GI'BERITUR DAJI

WAISL GI'BERIVUR, EI'PATI DAX WAXIL BI'PATI TAIII'IT 2O2O

Pemilihan adalah titik awal strategs bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses PemiLihan
rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu
yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari ra.kyat
agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.
Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini ......
tanggal....... bulan.........tahun............, bertempat di.................., saya Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan.........., Kabupaten/Kota.........., Provinsi..........
bertekad untuk bekeia keras menyelenggarakan Pemilihal Gubernur dan wakil Gubernur,
Bupati dan wakil Bupati dan/atau wali Kota dan wakil wali Kota, dengan ini menyatakan
janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsunS, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang

telah ditetapkan oleh I(PU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-
sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.

3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan
para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan b€rpartisipasi
dalam setiap tahapan Pemilihan.

5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS}.

6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas
Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non
partisan dan adil.

7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam b€ntuk apapun baik secara
langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-
prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi pes€rta Pemilihan, calon serta pihak-pihak
yang memiliki preferensi politik tertentu.

8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme'
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh p€serta, simpatisan, masyarakat'

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'
lo. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan.
1 1. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam mcnyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada beralhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil-

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Paha Integritas ini, saya bersedia
dikenakan sanksi mora], sanksi administrasi dan dituntut s€suai Ketentuan Peraturan
Perundang-undangar yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN,
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PAXTA IITTEGRITAS
AXGG(yIA SEKRBIARIAT PEUILIE,AIT IIECAUA'TA.r DA.r

SEKRETARIAT PEUI'TGITTAT SU/IRA PEUILIEIII5 GI'BERf,I'R DAf, WAISL
GI'BERtrIIR, BI'PATI DAIT WAIIIL BI'PATI TAIII'T 2O'IO

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Pmses
Pemilihan rentan dengan penyimpangal, godaan dan merniliki potensi dibajak oleh
individu-individu yang tidak bertalggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan
yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan balgsa yang lebih baik, pada hari ini . . .. . .

tanggal....... bulan.........tahuD............, bertempat di.................., saya Sekretariat
Palitia Pemilihan Kecamatan dal Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari
Desa/Kelurahan..........,Kecamatan..........,Kabupaten/Kota..........,Provinsi.
bertekad untuk bekerja keras menyelenggaraksr psrnilihan, dengan ini menyatakan
janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;

2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan
Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK/PPS;

3. Bekerja sampai pada beralhirnya mandat jabatan dengal sepenuh waktu, jujur
dan adil.

Apa.bfla saya melanggar apa yang tercantum dalarn Pakta Integritas ini, saya
bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlalu.

Yarlg Menyatakan Janji,

Sa]<si,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN,
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SI,RAT PERITTATAAI| ['ITTT'K

SEXRETARIAT PAI|ITIA PEUILIHAIT XTCATATAI{

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Tempat tgl lahir/usia
Peke{aan /Jabatan
Alamat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebag"i Sekretariat

PPK Kabupaten Bulungan:

l. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

2. Surat pemyataan independent dan tidak berpihak pada peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati**

3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Selcetariat PPK dan

PPS KPU Kabupaten Bulungan.

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp.5000

Keterangan :
r) coret ysn8 tidak p€rlu
s bagi Non ASN.'. baSi AsN
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KT ESIOIIER BUALUASI AltCrCrOTA PPK

Kepada yang terhormat,

1. Bapak/Ibu Anggota KPU Kabupate n/ Kota

2. Bapak dan Ibu Ketua/Anggota PPK

3. Bapak/Ibu Sekreta-ris PPK

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 huruf b Peraturan KPU Nomor 3

Tahun 2018 tentang Pembentukan den Tata Ke{a Panitia Pernilihpn Kecarnatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyata-kan evaluasi dal
penilaian terhadap kinetja Anggota PPK, dirnohon dengan hormat untuk mengisi

jawabal terhadap da-ftar pertanyaan terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan ini diisi oleh penilai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur,

yaitu Anggota KPU Kabupaten Bulungan, Anggota PPK dan Selcetariat PPK;

2. Penilaian terhadap Ketua PPK difakukan oleh Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Bulungan, Seluruh Anggota PPK dan Sekrctaris PPK;

3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua darl Anggota KPU

Kabupa.ten Bulungan, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;

4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK,

seluruh Anggota PPS dan Seketaris PPS serta dapat dilakukan oleh

Ketua/ Anggota KPU Kabupaten Bulungan;

5. Penilaian terhadap Angsota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK'

Ketua dan Anggota PPS} dan Seketaris PPSI serta dapat dilakukan oleh

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Bulungan dal Ketua dan Anggota PPK dan

Sekretaris PPK;

6. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengal memberi tanda

centang atau contreng M.

KPU Kabupaten Bulungan mengucapkan terimakasih dan memberikan

penghargaal yang se tlnggi-tingginya kepada Anggota PPK dan Sekrctariat

PPK yang bersedia menjawab daftar pertanyaen yang diberikan dengan serius

dal bersungguh-sungguh dalam rangka evaluasi Anggota PPK untuk Pemilihan

Bupati dan wakil Bupa.ti Bulungan Tahurr 2O2O.
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PAf,DUAT PTRTA. TAT'r

EVALUASI I(,[ER.'A PPI(/PPS

Informasi umum
PPK/PPS
Nqlna Penilai
Unsur Penilai
PPK/PPS* Nama yg Dinilai
Keterangan

:KPU Kab. Bulungan/Anggota PPK/ PPS/ Sekretariat

SS
S
N
TS

: Sangat Setuju
: Setuju
: Netral
: Tidak Setuju
: Sangat fidak SetujuSTS

No Pemyataan SS S N STS
1 Anggota PPK/ PPS aktif

berpendapat di rapat
dalam

2 Anggota PPK/PPS dapat menerima
perbedaan pendapat dalam 1ap31

Anggota
keputusan
disepakati

PPK/PPS}
rapat

melaksanakan
yarlg telah

4 Anggota PPK/PPS dapat mengelola
konJlik internal secara baik

J Anggota PPK/PPS dapat mengelola
konllik eksternal dengan baik
Anggota PPK/PPS merniliki
hubungan kelja yang baik dengan
sesama kolega

7 Anggota PPK/PPS memiliki
hubungan ke{a yang baik dengan
Sekrctariat

8 Anggota PPK/PPS memperl,akukan
peserta psmilu d61gan sama rata

I Anggota PPKIPPS tidak
kecenderungan memiha,k
salah satu peserta Pemilu

memiliki
kepada

10 Anggota PPK/PPS selalu hadir di
rapat

11 Anggota PPK/PPS tidak dapat
bekerja sama dengan baik

I2 Anggota PPK/PPS tidak
melaksalalan keputusan
yang tel,ah disepakati

dapat
rapat

* Coret yang tidak perfu

Hasil Evaluasi agar dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkaa kepada

KPU Kabupaten Bulungan paling lambat tanggal

TS

6
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HASIT PENITAIAN EVATUASI KINERJA

BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

KETUA PPK

PPK

YANG DINILAI

HASIL PENILAIAN

PENITAI 5 PENITAI 6PENITAI 1 PENITAI 2 PENILAI 3 PENILAI 4

KPU

I(AB/KOTA

TOTAT

SKOR

PE RNYA

TAAN
PPK PPK PPX PPK

SEKRETARIS

PPX

01

0

03

04
05

05

07

0
09

010

011

0t2
0 0TOTAL 0 0 0 0 0

I

I II

I III II

II

III

IIII

10076Sangat Direkomendasikan
7551Direkomendasikan

26 50Tidak Direkomendasikan
0 25Sangat Tidak Direkomendasikan

sTs 1

TS 3
N 5
S 7

SS 9

sTs 5

TS 3

N 0

s -3

ss

NILAI AKHIR O-OO

2

PENITAIAN AKHIR MIN MAKS

-5
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HASIT PENITAIAN EVATUASI KINERJA

BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

ANGGOTA PPK

PPK

Sangat Direkomendasikan 76 100

51 75Direkomendasikan

26 50Tidak Direkomendasikan
25sangat Tidak Direkomendasikan 0

HASIT PENILAIAN

PENITAI 1 PENII-AI 2 PENII-AI 3 PENITAI 4 PENIIAI 5 PENILAI 6PERNYA

TAAN
PPK PPK PPK PPK

SEKRETARIS

PPK

KPU

IGB/KOTA

TOTAL

SKOR

1 0
2 0
3 0
4 0

5 0
6 0

7 0

8 0
9 0

10 0

tt 0

72 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

II

I

NILAI AKHIR 0.00

,
5T5 1

T5 3

N 5

s 7

SS 9

sTs 5

TS 3

N o

s 3

SS 5

PENILAIAN AKHIR MIN MAKS
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YANG DINITAI

HASIL PENILAIAN EVATUASI KINERJA PPS BERDASARKAN

DAFTAR PERNYATAAN

KETUA PPS

HASIL PENILAIAN

PENITAI 1 pENrtAt 2 PENII.AI 3 PENILAI 4 PENII"AI 5PERNYA

TAAN
PPS PPS

SEKRETAR

IS PPS

XETUA

PPK

KPU

XAB/KOTA

TOTAL SKOR

1

2

3

4

5

8

9

10

LI
12

TOTAT 0 0 0 0 0 0

II-I-

II-IIIIIIIII

I-II-IIII

-III
II-IT-

IIIIII-I
rIIIT II

rErEETEErE

6

7

PENII"AIAN AKHIR MIN MAI(S

Sangat Direkomendasikan 76 100

Direkomendasikan 51 75

Tidak Direkomendasikan 26 50

Sangat Tidak Direkomendasikan 0 25

NILAI AKHIR 0.0
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YANG DINITAI

HASIT PENILAIAN EVATUASI KINERJA PPS BERDASARKAN

DAFTAR PERNYATAAN

ANGGOTA PPS

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal l0 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN BULUNGAN,

LILI SURYANI

rtd

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU KATIUPATEN BULUNGAN

HASIT PENITAIAN
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NILAI AKHIR 0.0
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PENITAIAN Al(HIR MIN MAKS

Sangat Direkomendasikan 76 100

Direkomendasikan 51 75

Tidak Direkomendasikan 26 50

Sangat Tidak Direkomendasikan 0 25
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